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SALINAN

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

DISIPLIN APAMTUR PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

: a. bahwa dalam rangka mewujtrdkan aparatur pemerintah
nagari yang handa] dan profesionaJ, perlu dilakukan
pembinaan dan penga.wasan terhadap aparatur pemerintah
nagari;

b. bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (l) undang-undang
Nomor 6 Tahun 2ot4 tentamg Desa, $alah satu bentuk
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah adalah memberikan pedoman dan standar
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

c. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur
Pemerintah Nagari;

: L Undang-undang Nomor 12 'rahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi sumatera Tengah. {I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 25);

2. undang-undang Nomor 8 Tahun rgr4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (L,embaran Negara Repubrik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indor:esia Nomor 3g9O);

3. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ot4 Nomor 7,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a95);

4. undang-Undang Nornor 23 Tahun 2oL4 tentang
Pemerjntahan Daerah (r.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nornor ss87) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas undang-undang



5.

6.

r\omor tJ I anun zv L+ tentang pemenntahan ljaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679]r;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun lgrr tentang cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
'fahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun zor4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nornor 6 Tahun 2ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2aA Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 2ols tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang peraturan pelaksana
undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2ot4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 571 7);

Peraturan Pemerintah Nomor s3 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2AOT
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalarn Negeri dan Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah 3 (tiga) kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2Arc
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

7.

9.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
PEMERINTAH NAGARI

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Aparat pengawas fungsional pemerintah adalah
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator

diwilayah kerja Kecamatan.

TENTANC DISIPLIN APARATUR

Inspektorat Kabupaten Agam.
penyelenggaraan pemerintah



4. Aparatur Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari.
5. Walinagari adalatr pimpinan pemerintahan nagari.
6. Perangkat Nagari adalah Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan

Wali Jorong.
7. Disiplin adalah kesanggupan Aparatur Pemerintah Nagari untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabiLa tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan Aparatur
Pemerintah Nagari yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar
larangan serta ketentuan disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam keda.

9. Ucapan adalatr lafal, sebutan, tuturan atau ujaran.
10. Tulisan adalatr coretan, goreaan, notulen, nukilan, manuskrip, naskah, surat,

teks, artikel, esai, gubatran, kar5ra, karangan, makalah, memo, novel, nota,
puisi, risalah, sastra, gambar atau lukisan.

11. Perbuatan adalah aksi, aktivitas, amal, gajak, gerak gerik, kegiatan,
kelakuan, kerja, kiprah, krida, langkah, pekeg'aan, perangai, p€d, perilaku,
polah, sepak terjang, sikap, telatatr, tindak tanduk, tindakan, tingkah laku,
ulah, setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.

L2. Hukuman disiplin adalatr hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur
Pemerintah Nagari karena melanggar peraturan disiplin aparatur pemerintatr
nagari.

13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang menetapkan
pengangkatan dan memberhentikan Walinagari dan/atau Perangkat Nagari
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukten
identitas Aparatur Femerintah Nagari dalam melaksanakan tugas.

15. Atribut pakaian dinas yatlg selanjutnya disebut Atribut adalah tanda-tanda
yang melengkapi pakaian dinas Aparatur Pemerintah Nagari.

16. Tlrgas Kedinasan adalah tugas yang menjadi tangguni$awab Aparatur
Pemerintah Nagari selaku penyelen ggara Pemerin tah Nagari.

BAB II

KEWA^JIBAN DAN LARANGAN

Bagran Kess.tu

Kewajiban

Pasal 2

(1) Setiap Aparatur Pemerintah Nagari wajib:
a. setia dan t rat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Pemerintah;

b. melaksanakan tugas dan wewenang yang dipercayakan dengan penuh
pengaMian, kesadaran dan tanggungiawab;

c. menjunjung tinggi kehormatan Nagari dan Pemerintah Nagari;
d. mengutamakan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan

sendiri, s€seorang, dan/atau golongan;



e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakari;
f. beke{a dengan jujur, tertib, cennat, dan bersemangat untuk kepentingart

nagari;
g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik nagari dengan sebaik-

baiknya;

h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

i. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh atasan.

(2) Selain kewqiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WalinaSari wajib :

a, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari setiap akhir
tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati;

b. memberikan laporal keterangan penyeiengg€rraan pemerintahan secara

tertulis kepada Bnraus setiap akhir tahun anggaran; dan

c. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan

pemerintatran kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua

La.rangan

Pasal 3

Setiap Aparatur Pemerintah Nagari dilarang:

a. merugikan kePentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,

pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalatrgUnakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu;

e. metakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;

f. melakukan kolusi, kompsi, dan nepotisme, menerima uang, baring, dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang

akan dilakukannYa;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merang!<ap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan

Nagari, anggota Dewan Perwakilan Ratryat Republik Indonesia, Dewan

perwakilan -Daeratr 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daeratt

provinsi atau Dewan perwakilan Ralqfat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatart

lain yagg ditentukan dalam peraturan perundangan - undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpatr/jar{i jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selana 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Walina,gari dan 6O

(enam puluh) hari kerja untuk perangkat nagari, berturut-turut tanpa alasan

yang jelas dan tidak dapat dipertanggungiawabkan.



BAB III
PAKAIAN DINAS

Pasal 4
Ketentuan mengenai pakaian Dinas dan Atribut
sesuai dengan ketentuan pakaian dinas dan atribut
Daerah.

Aparatur Pemerintah. Nagari
pakaian Pegawai Negeri Sipil

(2) Hari keda sebagaimana dimaksud pada ayat (r) tidak menghalangi AparaturPemerintah Nagari untuk melaksanakan t,rgr* kedinasan di luar hari kerja.

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KBRJA

Bagian Kesatu

Hari Kery'a

Pasal 5
(l)Hari kery'a Aparatur pemerintah Nagari adalah

sampai dengan Jumat,
5 (lima) hari, mulai hari Senin

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 6
Jam kerja Aparatur pemerintah Nagari aclalah sebqgai berikut i
a. senin sampai dengan Kamis pukur o7.3o - rl.oo wrB, ji*airrr,", pukul12.00* 13.00 WIB; dan
b. Jumht pukul 02.g0 - 16.30 wIB, istirahat pukul 1 1.g0 - l3;30 wrB.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meng ralangi AparaturPemerintah Nagari untuk melaksanakan tugas kedinasan ai riar jam ker1.a.

Bagian Ketiga

Kehadiran

Pasal 7

(1)

(2)

(1)

(2t

sebagai berikut :

a. masuk kantnr pukul 02.30 WIB;
b' pulang kantor pukul 16.00 wIB pada hari senin sampai

16.30 pada hari Jumat.
(3) Penandata,ganan daftff hadir sebagairnana dimaksud pad

boleh diwakilkan. ayat (2) tidak

(4) Dafter hadir sebagaimana dimaksud
Nagari.

pada ayat (1)

(5) selretaris Nagari melakukan rekapitulasi daftar
bulanan.

(6) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud
ditandatangani oleh warinagari dan disampaikan kepada c

:::A1y,tT"" daftar hadir sebasairnana dimaksud pada/ 
"y*t

( 1) adalah

K s, dan pukul

hadir mingguan dan

da ayat (S)

t.



(71 Format daftar hadir dan Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana tercantum
pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Kehadiran Wali Jorong di atur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wali Jorong wajib menandatangani daftar hadir setiap hari ke{a;
b. Wali Jorong wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran miingguan dengan

melampirkan laporan pelaksan&an tugas;

c. Wali Jorong secara berkala wajib hadir di Kantor Walinagari.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran Wati Jorong diatur dengan
Peraturan Walinagari.

Pasal 9

Rekapitulasi kehadiran Sekretar:is Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
disampaikan kepada BKD melalui Camat.

Bagian Keempat

Izin Tidak Masuk Keq'a

Pasal 10

(1) Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak masuk kerja pada hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus meng4iukan iain kepada
Pejabat yang berwenang memberi izin.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2
(dua) ha.ri.

(3) Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak masuk kerja pada jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus rnengajukan izin secara

' tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberi izin

Pasal l l
(1) Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak masuk kerja karena ditimpa musibah

atau sakit mendadak, dapat menyampaikan secara lisan kepada Walinagari
atau perangkat nagari lainnya.

(2) Aparatur Pemerintah Nagari yang tidak n:rasuk kerja karena sakit lebih dar. 2
(dua) hari ke{a harus didukung dengan surat keterangan dolcter.

Bagran Kelima

Pejabat yang Berwenang Memberi Iein

Pasal 12

(1) Camat berwenang memberikan izin kepada Walinagari atas nama Bupati;
(2) Walinagari berwenang memberikan izin kepada Perangkat Nagari;

6



(3)

(4)

BAB V

CUTI
Bagian Kesatu

Jenis Cuti
Pasal 13

(1) Kepada Aparatur Pemerintah Nagari dapat diberikan cuti.
(2) cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Cuti tahunan;
b. Cuti besar;

c. Cuti sakit;
d. Cuti bersalin; dan
e. Cuti karena alasan penting.

Bagran Kedua

Cuti Tahunan

Pasa] 14
(1) Aparatur Pemerintah Nagari yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun secara

terus menerus berhak atas cuti tahunan.
(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua

belas) hari kerja.
Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) tidak dapat dipecah-pecah
dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
Aparatur Pemerintah Nagari harus mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat yang berwenang untuk rnendapatkan cuti tahunan.

(5) Cuti tahunan sebqgaiglana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis
oleh pejabat yang berwenang.

(6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat
ya'ng berwenang memberikan cuti.

Pasal 15

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapd.t ditangguhkan
pelakoanaannya oleh pejabat yeng berwenang memberl cutf pa1ng lama I
(satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak
Cuti tahunan yang tidak diambil clalam tahun yang bersangkutan dan/atau
ditangguhkan pelaksanaannya, dapat diambil pada tahun Utrituarya paling
lama 18 (delapan belas) hari ke{'a termasuk cuti tahunan dalam tahun yang
sedang berjalan.

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 16
(1) Aparatur Pemerintah Nagari berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga)

bulan;
Aparatur Pemerintah Nagari yang menjalani cuti besar
cuLi tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;

(l)

(2)

(2) tidak berhak lagi atas



(s) Untuk mendapatkan cuti besar, Aparatur
bersangkutan mengqjukan perunintaan secara
berwenang memberikan cuU;

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang benvenang memberikan
cuti.

Pasal 17

Cuti besar dapat digunal<an oleh Aparatur Pemerintah Nagari yang bersangkutan
untuk memenuhi kewajiban agama.

Cuti besar dapat ditangguhkan
untuk paling lama 2 (dua) tahun,

Selarrra menjalankan cuti besar
menerima penghasilan penuh.

Pemerintah Nagari yang
tertulis kepada pejabat yang

Pasal 18

pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang
apabila kepentingan dinas mendesak.

Pasal 19

Aparatur Pemerintah Nagari yang bersangkutan

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat

Cuti Sakit
Pasal 20

Aparatur Pemerintah Nagari yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 2l
Aparatur Pemerintah Nagari y&ng menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari
sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuarr
WaJinagari atall Perangkat Nagari mengajukan permintaan secara tertul.is
kepada pejabat yang berwenang merrrberi cuti dengan melampirkan Surat
Keterangan Dokter.
Aparatur Pemerintah Nagari yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas)
hari berhak mengqjukan cuti, dengan ketentuan Walinagari atau perangkat
Nagari harus rnengqjukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang memberi cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diberikan paling lama 6
(enam) bulan.
Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan Walinagari da-n perangkat
Nagari yang mengajukan cuti sakit belum sembuh dari penyakitnya, maka
Walinagari dan Perangkat Nagari tersebut dapat diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya dengan rnendapatkan uang kompensasi sebesar 2 (dua) bulan
gaji.

Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (4) berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 22
Aparatur Pemerintah Nagari yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti
sakit sesuei dengan surat keterangan dokter.

(s)



Pasal 23
Apabila Aparatur Pemerintah Nagari mengalami kecelakaan dalam dan oleh
karena melaksanakan tugas sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas
cuti sakit berdasarkan surat keterangan dokter.

Pasal 24
Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21,
Pasal 22 dat Pasal 23 Aparatur Pemerintah Nagari tetap menerima penghasilan
penuh.

Pasal 25
(1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2O, pasal 21, pasal 22 d,art

Pasal 23 diberikan secara tertulis oleh pejabat yang benvenang memberi cuti.
(21 Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pasal 21, pasal 22 darr

Pasal 23 dicatat oleh Sekretaris Nagari atau Perangkat Nagari lainnya yang
ditunjuk.

Bagian Kelima
Cuti Bersalin

Pasal 26
Cuti bersalin dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari selama I (satu)
bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Pasal 27
(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,

Aparatur Pemerintah Nagari harus mengajukan peffnohonan secaaia tertulis
kepada pejabat yang berwenang memberi cuti.

(2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberi
cuti.

Pasal 28
Selama menjatankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dhlam pasal 26,
Aparatur Pemerintah Nagari tetap menerima penghasilan penuh.

Bagian Keenam

Cuti Karena Alasan penting

Pasal 29
(1) Aparatur Pemerintah Nagari berhak atas cuti karena alasan penting.
(2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

pejabat yang berwenang memberi cuti paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 30
Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalarn pasal 29 dapat
diberil@n dengan alasan sebagai berikut:
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a. anggota keluarga seperti lbu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mettua,
atau menantu sakit keras;

b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a
meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Aparatur
Pemerintah Nagari yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota
keluarganya yang meninggal dunia; dan

c. melangsungkan perkawinan pertama.

Pasal 31

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Aparatur Pefnerintah Nagari
harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutl<an alasan-
alasannya kepada pejabat yang berwenang memberi cuti.

(21 Cuti karena alasan penting cliberikan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang memberi cuti.

Pasal 32
(1) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Aparatur Pemerintah Nagari

tetap menerima penghasilan penuh.
(21 Setama Aparatur Pemerintah Nagari menjalankan cuti sebagaimana dimaksud

ayat (1), Walinagari menugaskan Perangkat Nagari lainnya sebagai Pelaksana
T\rgas Harian (Plh).

Pasal 33
(1) Aparatur Pemerintah Nagari yang sedang menjalankan cuti tahunan dan cuti

karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan
dinas mendeeak.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu
cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Aparatur Pemerintah Nagari
yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pejabat yang berwenang memberikan Cuti

Pasal 34
(1) Camat berwenang memberikan cuti kepada Walinagari atas na,ma Bupati.
(2) walinagari berwenang memberikan cuti kepada Perangkat Nagari.

i

BAB ViI
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 35

Apabila Aparatur Pemerintah Nagari tidak menaati ketentuan Disiplin Aparatur
Pemerintah Nagari, akan dijatuhi hukuman disiplin.

l0



Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis l{ukuman Disiplin
Pasal 36

(1) fingkat Hukuman Disiplin, terdiri dari :

a. Hukuman Disiplin Ringan;

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud ayat (1i) huruf a terdiri
dari: 

i

a. teguran lisan tertulis;

c. pemyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman dieiplin sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) humf b,

diberikan sanksi tidak dibayarkan tunjangan kineda selama 3 bulan.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1)i huruf b, terdiri

atas:

a. tidak dibayarkan tunjangan kinerja selama 6 bulan; atau

b. pemberhentian sebagai Aparatur Pemerintah Nagari.

Bagian Ketiga

Jenis Hukuman dan Pelanggaran 
I

l

Paragraf Kesatu 
I

Hukuman Disiplin Ringan 
i

Pasal 37 
l

(1) Teguran lisan tertulis oebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;ayat (2) huruf a
diberikan kepada Aparatur Pemeritah Nagari, karena:

. a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang berdampak
negatif terhadap pemerintah nagari;

b. tidak masuk kerja tanpa alasan yarlg sah selama 3 (tigal hari kerja secara
berturut-turut;

c. Walinagari tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) selama 30 hari.

(21 Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf b
diberikan kepada Aparatur Pemerintah Nagari, karena:
a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang berdampak

negatif terhadap pemerintah nagari;
b. tidak masuk keq'a tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan

10 (sepuluh) hari kerja;

c. Walinagari tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c selama 30 hari.

(3) Pernyataan tida& puas secara tertulis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 36
ayat (2) huruf c diberikan kepada Aparatur Pemerintahan Nagqri, karena:
a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang berda:npak

negatif terhadap pemerintah nagari; 
l

II



b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
dengan 15 (lima belas) hari keda;

1 1 (sebelas) sampai

c. Walinagari tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c selama 20 (<tua puluh) hari.

Paragraf Kedua

Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 38
Aparatur Pemerintah Nagari diberi sanksi tidak dibayarkan tr.lnjangan kinerja
selama 3 bulan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3), karena:
a. melakukan pelanggaran tanpa alasan ),ang sah terhadap kewqjiban dan

larangan yang berdampak negatif terhadap nagari dan/atau pemerintah
nagari;

b. tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah selama I6 (enam belas) had sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

c. Walinagari tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 37 ayat (21.

Pasal 39
(1) Apabila Walinagari tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38, maka Camat mengqjukan permintaan pernberhentian sementara
secara tertulis kepada Bupati. 

](2) Dalam hal Bupati telah menerima permintaan pemberh"rlti" sementara
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), Bupati menetapkani pemberhentian
sementara Walinagari selama 6 (enam) bulan. 

i

(3) Apabila selama 6 (enam) bulan Walinagari tidak rnelaksan[*" kewajiban
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 2 ayat (2), maka Bupati meneta-pt<an
pemberhentian Walinagari dan sekaligu s men u nj uk penj abat Uif atinagari.

Paragraf Ketiga

Hukuman Disiplin Berat
Pasal 40

fidak dibayarkan tunjangan kineda selama 6 bulan .t",J diberhentikan
sebagaimana dimalcsud Pasal 36 ayat (4) huruf a diberikan aJpabila Aparatur
Pemerintahan Nagrrri: i

a. melakukan pelanggaran tanpa aiasan yang sah terhadap I r<ew4iuan dan
larangan yang berdampak negatjf terhadap nagari, perfrerintarr nagari
dan/atau Pemerintah Daerah. I -

b' tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari
sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja.

Pasal 4 1

Format teguran lisan tertulis, teguran tertulis, pemyataan tidpk puas secara
tertulis, Surat Hukuman Disiplin Sedang, dan Surat Hukuma$ Disiplin Berat
sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan Bupati ini.

t2

l

l

I



Bagian Keempat

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman

Pasa-l 42

(1) Bupati berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Walinagari.

(2) Camat berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang kepada
Walinagari atas nama Bupati.

(3) Walinagari berwenang menjatuhkan hukuman disiptn kepada Perangkat
Nagari.

BAB VIII

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemanggilan

Pasal 43

(1) Aparatur Pemerintah Nagari yang <liduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh Pejabat yang berwenarrg menjatuhkan hukuman
disiplin untuk dilakukan pemeriksaan.

(21 Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menetapkan tanggal
pemeriksaan.

(3) Pemanggilan sebagzumana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

Aparatur Pemerintah Nagari tidak hadir maka dilakukan peman8gilan kedua
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yalg bersangkutan
diperiksa

{5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Aparatur Pemerintah Nagari tidak hadir, maka pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bulirti dan keterangan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 44

(1) Sebelum Aparatur Pemerintah Nagari dijatuhi hukurnan disiplin berat, wajib
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yp"g berwenang
menjatuhkan hukuman.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukarr] secara tertutup
dan hasilnya dituangtren dalam brita acara pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan terhadap Aparatur Pernerintah Nagari yang melakukan
pelanggaran disiplin berat dengan ancaman hukuman pemberhentian
sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk atau aparat pengawas fungsional pemerintah.

Pasal 45

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana

l

i

I

dimaksud dalam P+s"l aa ayat {21
harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman,1,.



(2t

(3)

(1)

(21

aparat pengawas fungsional pemerintah dan Aparatur Pemerintah Nagari yang
diperiksa

Dalam hal Aparatur Pemerintah Nagari yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan hukuman disiplin.
Aparatur Pemerintah Nagari yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penjatuhan Hukuman
Pasal 46

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan
Pasal 45, Pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hurkuman disiplin.
Dalam penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur
Pemerintah Nagari.

(3) Penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian bagi Perangkat Nagari dengan
Rekomendasi Camat.

Pasal 47

(1) Aparatur Pemerintah Nagari yang berdasarkan hasil pe*"fiko"n ternyata
melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya han5fa dapat dijatuhi
sa.tu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mefnpertimbangkan
pelanggaran yang dilakukan.

(2) Aparatur Pemerintah Nagari yang pernah dijatuhi hukuman d[siplin kemudian
melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sarna, kepadariya dijatuhi jenis
hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang
pernah dijatuhkan.

Bagian Keempat

Penyampaian Keputlrsan Hr: kuman
Pasal 48

(i) Setiap penjatr.rhan hukuman disiplin ditetapkan clengan keputusan pejabat
I

disampaikan secara tertutup'i
hukuman kepada Aparatur

yang berwenang menjatuhkan hukuman.

l2l Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan
Pemerintah Nagari.

(?) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilakukan
paling lambat 14 (ernpat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(a) Apabila Aparatur Pemerintah Nagari yang dijatuhi hukuman disiplin tidak
hadir pada saat penyampaian hukuman disiplin, keputusan hukuman
disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang
diketahui dan tercatat di kantornya.

t5) Hukuman disiplin berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang

t4



BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin bagr Sekretaris Nagari yang PNS
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin
Pbgawai Negeri Sipil.

Pasal 50

Contoh format Surat Cuti, Format Berita Acara Pemeriksaan, format pemanggilan
sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 23 Maret 2Ol7

BUPATI AGAM

dto

INDRA CETzu

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

Drs. MARTIAS WAIYTO. MM
NrP. 19660301 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2OI7 NOMOR 18

Salinan sesuai
KEPALA BAG

linya
M,

MHD. LUTFI. AR. SI{. M.Si
NrP. 19730313 199703 I 005

t5
I

l

I

I
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I,AMPIRAN I

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2OL7
,I'ANGGAI,
.I'F]N'I'ANC DISIPI"I N APARATUR
PEMF]RIN'IAH NAGARI

I.a. I;'ormat Daftar l-l*rdir

DAFTAR HADIR
Harl:

Tanggal : ..................,.

ro NAMA JABATAN H DL I s c TK KET
1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Komandan Kelompok
Keterangan
JUMLAH

HADIR

TIDAK HADIR

KET TIDAK HADIR

DL

tzrN

SAKIT

CUTI
TK

PEMERINTATI I(ABUPATEN AGAM
KECAMATAN ........

NAGARI
Alarnat :



I.b. I,brmat Rekapitulasi Daftar Hadir

PEMERINTAH KABUPATEN

KECAMATAN ........

NAGARI

AGAM

REI(APITULAEI DAFTAR HADIR PERAI{GI(AT NAGARI ..
KFCAIT{ATAN .....

BULAN .....

NO NAMA .]ARATAN
.JLiMLr\l I

I'IAIII
KI,tR.tn

IIAI)IR 't'u )Ali
i{Ai)IR

KI'|DI?ANGAN
IZ]N SAKN: CUTI TK

DKTIR DI, l"lirri tl/o I l:rri 96 FIari o/o FIari ()//o

1

2

3

4

5

6

7

I
I
ln

'11

12

12
IJ

14

15

Nirqari
WAI,INACARI .

NN MA

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Alamat:



II.b. Format Teguran Lisan Tertulis untuk Walinagari

PEMERINTAH I(ABUPATEN AGAM

Nomor : .... .. I .../ Yth Scir.
Sifat :

La.mpiran :

Perihal : Teguran Lisan Tertulis Tempat

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturnn Bupati
Nomor ..... Tahun..... tentang Disiplin Aparatur Pemerintah
dengan ini diberikan teguran lisan tertulis kepada Saudara
belum menyampaikan laporan penyelenggaraan
nagari kepada Bupati.

Demikian <lisampail<arr lrntul< men.jacii perhatian
terima kasih.

CAN4AT.



ILc. Format Teguran Tertulis untuk Aparatur Pemerintah Nagari

PEMERINTAH I(ABUPATEN AGAM
KECAIYIATAN . . . . . o ! . . . . . . . . . . . . . . o c o . . G . . .. . . o . e .

WALINAGARI . r..... o..........,.........!

Sifat :

l,ampiran : ....
Perihal : Teguran'lbrtulis Tenrprat

Berdasarkan Pasal 37 a1,at (2) Peraturan Bupati Agam Nomo
Tahun..,.. tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari da

Surat Walinagari ...... Nomor..... tanggal .... perihal Teguran Lisa
Tertulis, dengan ini diberikan teguran tertulls kepada Sau
karena ticlak melaksanakan tegLrran Ijsan tertulis ),ang te
cliberikan.

Demikian clisampaikan untuk rnenjadi perhatian Saudara
terima kasih.

Walinagari ........,

di-



II.d. Format Teguran Tertulis untuk Walinagari

lr.epacla

Nomor
Sifat
["ampiran
Perihal

Ytt-r Sdr'.

dr-
: Teguran Tertulis 'fenrp;lt

IJerclas:rr'l<an I)asirl i]'7 i,r.r,irt (2) lrLrrrrl r_. Pr.r'aturan Bupati Agar
Nonror' .....'l'ahLln... tentarng I)isi1:lin Apiir"atur Pemerintah Naga
dan Surat Camat ...... Nomor..... tanggal .... perihal Teguran Lisa
'l'ertulis, c'lengan irri diberil<an teguran tertulis kepada Sauda
karena tidak melaksanakan tcguran lisan tertulis yang te
diberikan.

Demikian disampaikan untLtk men;adi perhatian Sauda
terima kasih.

PEMERINTAH I(ABUPATEN AGAM



II'e' Fonnat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis untuk Aparatur pemerintah
Nagari

PEMERIITTAH I{ABUPATEN AGAM
KECAMATAITI o . . . . . o . . . . .. r o. . . . . .. . . . . . o . .. . o o . ..

WALII{AGARI ....... .. ! . .. .. . . ..... ... ....
Alamat :

Kepada :

Nomor
Sifat
La.mpiran
Perihal

/.....t. Yrh Sdr-,

: Pernyataan Tidak puas 'lenrpat

Berdasarkan Pasal 3T ayat (3) peratr-rran Bupau Agam No,
Tahun..... tentang Disiplin Aparatur pemerintah Nagari

Surat Walinagari Nomor..... tanggal perihal Tegu
Tertulis, dengan ini disampaikan pern5rataan Hdak puar ke
Saudara karena tidak melaksanakan teguran tertulis yang te
diberikan.

Demikian disampaikan r-rntuk menjadi perhatian saudara
terima kasih.

Wrrlinagari.

di-



II.f' Format Pernyalaan Tidak Puas Secara Tertulis untuk Walinagari

PEMERINTAH I(ABUPATEN AGAM

KECAMATAIT . o . . . . . . . r . . . . . r . . . . . . . . r . .. r .. . . . . ..
Alamat :

I(cpacla :

Nonror
Sifat.
Lampiran
Perihal

t/ Yth Sdr'.

: Pernyataan Tidak Puas 'l\: nrpa t

Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) huruf c Feraturan Bupati
Nomor ..... Tahun..... tentang Disiplin Aparatur pemerirrtah Naga
dan Surat Camat Nomor..... tanggal perihal Tegu
Tertulis, dengan ini disampaikan pernyataan tldak puag kepad
saudara karena tidak melaksanakan teguran tertulis yang te
cliberikan.

Demikian clrsampaikan untuk menjiL<ri perh:rtian Saudara
terima kasih.

CAMAT

rli-



ILg. Format Surat Hukuman Disiplin Seclang

epu tusan l-lukurnan Disiplin $edang
idak dibayarkan Tunjang Kinerja selama 3 bulan

RAI IASIA
KIIPU'I'L]SAN .... ,

NOMOIr ....
DENGAN RAI IMA'I'I'UIIAN YAN(i I\,{AI iA I,]SA

Mcnrltaca

Mcnirntlang,

1.

,2,

a.

Berdasarkan surat .... tanggal .... perihal pernyataan tidak
puas kepada Saurlara .... jabatan ....
Hasil pemeriksaan tanggal ....
bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. tetrah
melakukan perbuatan berupa ....

tl. bahwa lxrrtruatan tcrst:trrrl nrel.trJlllk;rn prelanggaran t.erhaclap
l<etcnl.tran [)asitl ... ir.\1ill .... [)t:r'irtLl]'iu) Iirrpati Agam Nomor ....
'l'alrurr .... t('rltitnti .....;

c. bahwa unluk mcnr:gakkarr rlisiillirr, perlu men jatuhkan
hukunran rlisiplin yang st'tinrJral rk,ngnn pclarrggaran disiplin
.yang clilakukann.ya;

cl. bahwa t>crrlasarkan pt:rtinrl>angan sebagaimana dimaksucl
padn htrrul' il, hurtrl' lr rlrrn hurul' c perlu menetapkan
Kcpr"rtusun tr:ntzrng I'r:rr.jal rrhan llukunran Disiplin Tidak
I)itta.yarkarr 'l'unjzrngan Kincr.jit Scliutra .l (tiga) Bulan.

l. Un<larrg-LJrrrl:rng, Nornor'f] 'l':rlrrrrr It)7rl lcnlilng ....
2. [Jn<l:rng L/rrrlirrrg Nor:tor'(r '['ititrrrr 2O I I tcntung ....
3. I)erirturirn [)t'rnt:rint,irlr Nonr,r- 2-l'l'a lrrrrr l<)77 tenlzrng ....
:1. I'crntrrr:rn ['crn(:rintlrlr Norrrol' -1 .] 't'zrhrur 20l.] tcntang ...,
5. I't:l'irlLlrirrr Mt:ntt:r'i I)irllrrtr Nr:gr:ri Nornor g3 Tahun 20ls

t(:t)lilng ....
(1. I)eratLrran Itupnti Aganr Nonror .... 'l'ahun ... tentang Disiplin

Aparatur I)cmt:rintah Nag;rri (llcrita l)arrah Kabupaten Agam
'l'ahun .... Nomor...)

M IIMLI'I'( ISKN N

Mr:n jatuhkan lrrrktrnrirrr rlisrlriirr lrr.r rrprr tidak clibavarkan
ttrnjrrngiur kirrr:r'jir sclitln:r .) (tigrr) lrrrliur, kt:ltarJa :

Narlra :

.lntllrtnn :

karcna .vang llersangkutirn rr.lirh rnr:laktrkan pcrbuatan .yang
melanggirr kr:tt:ntuan I'asal .... ar,irt .... l)r:rilturan Bupati Agani
Nomor 'l'ahrrn tt'nrirng I)isiplin Aparatrrr lrt:merintah
Nagari.
Kt:pu t.r,rsir n ilr i rn u lir i tlcrlir k rr Jta<la la ngg:r l <l it t,tapka n.
Kt:ptttr"tslrn irri tlisarrrJraikirrr kr'1.xttta yirng l>r:rsang,kutan untuk
cl ilaksa n:r kir li sr:llagir imzrnir rrrcst i n vit.

[)ilr:tirllkan rli ....
[)acla tirnggirl ....

(t,t,). In I tA't' \,n N ( j

Mengingnt

Menctnpkiln
KIISA'I'U

KE]DUA
KE]TIGA

Dilcrilr:a ltrnllgzrl ....

(Yn N ( I r ]r,trisn N(i KU'I.AN ]

'l'r:nrllrrsirn Yth :

1. Krrtlis l)i,MN
2. Cnrnal .....
3. rlst....

[]l:)IIWENANG)



ILh. Format Surat Hukuman Disiplin Sedang

r:put.usan I{ukuman Disiplin tserat
iclak diba.yarkan'lunjang Kineria selama 6 bulan atau diberhentikan

RAHASIA

KEPUTUSAN ...,..

NOMOR .. ..

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

l. Berdasarkarr Keputusan .... Nomor .... tanggal .... kepada
Saudara .... jabatan .. ..

2. Hasil pemeriksaan tanggal ....

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. ..,. telah
melakukan perbuatan berupa ..,.

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... a,vat .... Peraturan Bupati
Agam Nomor .... Tahun .... tentang ...,.;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelan,ggaran
disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjaturhan Hukuman
Disiplin Tidak Dibayarkan Tunjangan Kinerja Selama 6
(enam) bulan atau diberhentikan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ....
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang ....
3. Peraturan Pemerinta.h Nomor 24 Tahun 1977 tentang ....
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ql4 tentang ....
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor E3 Tahun 20ls

tentang ....
6. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun tentang

Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari (lBerita Daerah
Kabupaten Agam Tahun ..,. Nomor ..,)

MI,ML]l'LISKAN

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tidiak dibayarkan
tunjangan kineda selama 6 (enam) , bulan atau
diberhentikan, kepada :

Nama :

Jabatan :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan
yang melanggar ketentuan Pasal ayat peraturan
Bupati Agam Nomor .... Talrun .... tentang Disiplin Aparatur
Pemerintah Nagari.



KEDUA

KBTIGA

Diterima tanggal

(Y ANC i3 }rl RSANG I{UTAN)

'l't'rnlltr:*rn Ylh :

l. Kirrlis I)[']vlN
'). Cirm;rt .....
.]. <tst....

Keputusa.n ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana ntestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

(PEJABAT YANG FJERWENANG)

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI



III.a. Format Surat Cuti

ERMO}{ONAN CUTI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan

Satuan Organisasi

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 'I'AHU N 20 I 7
TANGGAL
TENTANG DISIPLIN APARATUR
PEMERINTAH NACARI

Lubuk Basung,

I(epada :

Yth. Walinagilri

di-
'fempat

hari kerja terhitun

saya di ...
Dengan

tanggal

mengajukan

s/d .....20...,
lnl permohonan Cuti selama

selama menjalankan cuti alamat

Hormat saya,

CATATAN / PERTIMBAIIGA!{
ATASAil LAilGSI'NG

CAfafCrv PEJABAT (EPEcAWAaCN -

Cuti yang telah diambil dalam tahun
yarlg bersangkutan :

1. Cuti Tahunan
2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit
4. Cuti Bersalin
5. Cuti karena alasan penting
6. Keterangan

KEPUTUSAIII PBIABAT YANG
BERWENANG MEMBERII(AN CUTI



III.b. ltormat Surat lzin Cuti

Diberikan Cuti .

Nama
Jabatan

Satuan Organisasi

KABUPATEN AGAM

SURAT IZIN CUTI ... .

NOMOR : .......1 I. . /20...

untuk tahun 2A.,... kepacla :

:....
:....

selama . hari kerja terhitung tanggal ..... s/cl .....20...., dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. sebelum menjalankan cuti ...... wajib menyerahkan pekerl'aan kepada
atasannya langsung.

b' Setelah selesai menjalankan cuti ...... wajib melaporkan diri kepada atasannya
langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

WAI,INAGARI

Tembusan Yth
Camat di



IILc. Format Berita Acara pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

l. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

saya/'lim Pemeriksa :

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah ..... telah melakupemeriksaan terhadap :

Nama l

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadaketentuan Pasal .... ayat .... Peratuian Bupati Agam Nomor .... Tahun .... tentanDisiplin Aparatur Pemerintah Nagari.
1. Pertanyaan :

1. Jawaban :

2. Pertanyaan :

2. Jawaban :

3. dst....
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakansebagaimana mestin5,6.

Yang diperiksa :

Nama :

I{IP .

Tanclatangan :

Pe3iabat PemeriJ<sa / Tim pemeriksa 
:

L Narna
NIP
Tandatarlgarr

2. Nama
NIP
'l'ancialangan

3. clst



III.d. Format Surat Pemanggilan

RAHASIA
SURAT PANGOILAN

NOMOR....

. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :

Jabatan :

Unit Ke{a :

untuk menghadap kepada

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

pada

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggar
disiplin .......

. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa

NAMA
TemLrusan Yth :

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI


